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Korupsi… 



Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001) 
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar. 



United Nation Convention Against Corruption 
(UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006 

DAMPAK 
KORUPSI 

MENYEBABKAN 

KEJAHATAN LAIN 

BERKEMBANG 

MERUNTUHKAN 

HUKUM 

PELANGGARAN HAK 

ASASI MANUSIA 

MERUSAK PASAR, 

HARGA, & 

PERSAINGAN USAHA 

YANG SEHAT 

MENURUNKAN 

KUALITAS HIDUP / 

PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

MERUSAK PROSES 

DEMOKRASI 



Tindak Pidana Korupsi 

di Indonesia 

Berdasarkan Jenis Perkara 

Tahun 2004 – Desember 2018 

 

Modus  
TPPU & Suap 

menjadi mayoritas 

75% 

Pengadaan Barang 
/ Jasa 
16% 

Perizinan 
2% 

Penyuapan 
48% 

Pungutan  
2% 

Penyalahgunaan 
Anggaran 

4% 

TPPU 
27% 

Merintangi Proses 
KPK 
1% 

sumber: acch.kpk.go.id/ 31 Desember 2018 
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Negara dengan Peringkat IPK terbaik 
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Mengapa Fraud/Korupsi Terjadi? 
(Rimawan Pradiptyo, 2017)  

• Gaji tidak 
manusiawi 

• Berpotensi untuk 
dicegah 

Corruption 
by need 

• Keserakahan 
mendorong korupsi  

• Jenis korupsi yang 
tidak dapat dicegah 

Corruption 
by greed 

Corruption 
by Need 

Kebiasaan/ 
Norma 

Corruption 
by Greed 

Proses 

evolusi 

korupsi 



Dampak 

KORUPSI? 

 

• Dampak Korupsi 
dari perspektif 
ekonomi adalah 
misallocation of 
resouces, 
sehingga 
perekonomian 
tidak optimum. 

 

• Korupsi 
menimbulkan 
biaya sosial 

 

• Biaya social: 
eksplisit & implisit 
 

 



Strategi 



1957 

1967 

1977 

1987 

1998 

2003 

2004 

2018 

PARAN (Panitia Retooling 

Aparatur Negara) 

TPK (Tim Pemberantasan 

Korupsi) 

Opstib (Operasi Tertib) 

Tim Operasi Khusus Pajak 

GLOBAL CRISIS  

Komisi Pemberantasan 

Korupsi terbentuk 

Pengadilan Tipikor dibentuk 

Stranas PK 



Represif 

Perbaikan  
Sistem 

Edukasi dan 
Kampanye 

Takut 

Korupsi  

Tidak Bisa 

Korupsi  

Tidak Mau 

Korupsi  



 Kewenangan Penindakan KPK 
(Pasal 11 UU No 30 Tahun 2002) 

 
Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara 
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan 
Tipikor yang dilakukan oleh aprat penegak hukum 
atau penyelenggara negara; 
 

menyangkut kerugian negara paling 
sedikit Rp 1M. 

mendapatkan perhatian yang 
meresahkan masyarakat; dan/atau 



Penindakan 

Audit, Laporan Masyarakat, 

dan sumber-sumber lain 
Penyidikan Penyelidikan 

Penuntutan Putusan Hukuman 





Fungsi Pencegahan KPK  

Pelaporan 

Gratifikasi 

Pendidikan 

& 

Pelayanan 

Masyarakat 

Penelitian & 

Pengembangan 

Pendaftaran 

& 

Pemeriksaan 

LHKPN 

Koordinasi & 

Supervisi 

Bidang 

Pencegahan 



Pendidikan Antikorupsi oleh KPK 

Pendidikan 

Dasar / 

Menengah 

Pendidikan 

Tinggi/ 

Sekolah 

Kedinasan Pendidikan 

Anak Usia Dini 

/ Berbasis 

Keluarga 

Masyarakat Umum  

(Private Sector, APH, 

K/L/O/P, Community 

Development, Sektor 

Politik, dll) 

Pasal 13 huruf C UU KPK 



Kajian Perizinan 

Political Risk and Economic Survey 

2017 
Menjalin kemitraan 

dengan : 

23 Provinsi 

380 Pemerintah 

Daerah 

untuk menerapkan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

2018 
mendorong 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) di  

seluruh Pemerintah 

Daerah 

Tingkat 

Pencapaian 60% 

Kajian Sistem Administrasi 

Pemerintah: 

Melakukan penelitian dan 

pengembangan dalam rangka 

perbaikan sistem tata kelola 

pemerintahan (PBJ, Tata Kelola, 

Sistem Politik, alih fungsi hutan, 

migas, pendidikan, dll). 

Penelitian dan Pengembangan 



LHKPN Sebagai Perangkat Pencegahan 

2017 

245,815 

Laporan 
78% 

Kepatuhan 

Nasional 

28% 
Kepatuhan 

Terendah 

(DPRD) 

Wajib lapor diundang untuk 

keterangan tambahan dan 

klarifikasi harta.  

2018 

85%  
Target 

Kepatuhan 

Nasional 



Pelaporan Gratifikasi 

17% 130 dari 760 instansi 

25% Peningkatan 

laporan pada 2018 

Terbitnya 

Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang 

sponsorship 

450 
Unit Pelayanan 

Gratifikasi di 

Kementerian/ Lembaga/ 

Pemerintah Daerah 

1600 
Laporan 

di 2017 



PROGRAM 
KORSUPG

AH 

E-Planning 
dan e-

budgeting Pelayana
n Terpadu 

Satu 
Pintu 

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 

Penguata
n APIP 

Manajemen 
ASN 

Pendapata
n Daerah 

Dana 
Desa 

Barang 
Milik 

Daerah 

Sektor 
Strategis 

KORSUPGA

H 

9  PROGRAM 



Perencanaan 
dan 

Penganggaran 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa 

Kapabilitas 
APIP 

Manajemen 
SDM 

• Alokasi tidak 

fokus pada 

kepentingan 

publik 

• Hibah dan 

Bansos yang 

tidak tepat 

• Intervensi pihak 
luar 

• e-planning dan e-

budgeting yang 

terintegrasi 

• Program dan 

Kegiatan RKPD, 

Renja SKPD 

mengacu pada 

RPJMD 
• Standar Satuan 

Harga (SSH) dan 

Analisis Standar 

Biaya (ASB) 

• Pelimpahan 

100% 

kewenangan 

• Informasi 

perizinan 

(online & 

offline) 

• Aplikasi 
perizinan 

• Ketersediaan 

aturan 

• Rekomendasi 

Teknis 

• Penyuapan/ 

Pemerasan/ 

Gratifikasi 

• Pelayanan yang 

kurang 

• Perizinan tidak 

transparan 

• Lemahnya 
pengendalian 

• Organisasi ULP 

yang mandiri 

• Pokja 

Permanen 

• 100% 

Pengadaan 

Belanja Modal 

via ULP 
• E-Katalog 

• Kecukupan 

jumlah & 

kualitas APIP 

• Kelembagaan 

APIP  

• Kecukupan 

anggaran 

pengawasan 
• Melaksanakan 

workshop APIP 

• Perbaikan 

Manajemen 

APIP 

• ANJAB, ABK, 

EVAJAB 

• Implementasi 

Tunjangan 

Penghasilan 
Pegawai 

• Proses yang 

tidak 

transparan 

• Mark up harga 

• Pemecahan 

proyek 

• Pelaksana tidak 

independen 
• Spesifikasi 

yang berbeda 

• Kurangnya 

jumlah dan 

kualitas APIP 

• APIP yang tidak 

independen 

• Anggaran 

pengawasan 

belum memadai 

• Lemahnya 

manajemen 

SDM 

• Penghasilan 

PNS belum 

memadai 

TITIK 

RAWAN 

ACTION 

PLAN 

Fokus Koordinasi & Supervisi Pencegahan 









Seni 

Indonesia 

Berkabung 

2015 

radar jogja 

facebook.com/seni indonesiaberkabung 

abyasa.org 



Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi: Riau, 

2017 



SEKOLAH DESA 

#1 

DANA DESA 



Kita? 





Perilaku koruptif: Lahirnya koruptor di masa 
depan 



KPK menyediakan berbagai saluran dalam menampung pengaduan tindak pidana korupsi 

Kontak Layanan Pengaduan Masyarakat  

Yang perlu diperhatikan: 

• Persyaratan pelaporan 

• Kelengkapan pelaporan 

• Bukti permulaan pendukung pelaporan 

• Perlindungan bagi pelapor 



Thank you 

Jalan Kuningan Persada Kav.4, 

Guntur, Setiabudi, 

Jakarta Selatan 

Telp: (021) 2557 8300  

kpk.go.id 

acch.kpk.go.id 


